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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas berkat dan anugerah- Nya, sehingga Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Yogyakarta dapat tersusun dan 

diselesaikan    tepat waktu, sebagai wujud 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan 

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

atas kinerj a dan penggunaan anggaran tahun 2022 
 

Penyusunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja LKIP. Disamping itu, Laporan Kinerja 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini disusun mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 

2020-2024. 
 

Laporan Kinerja ini  Menggambarkan dinamika Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta tahun 2022, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap 

penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka mencapai tujuan dan Sasatan Strategis Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kemeterian dan RPJMN 

2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian 

kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi 

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

Diharapkan dengan rampungnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur 

peningkatan kinerja sehingga dapat mendukung terwujudnya good governance di 

lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. 

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak 

yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya 

laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

Tahun 2022. 

 
Yogyakarta, 05 Januari 2023 
Plt. Kepala  

 
Muhammad Gustur Mudi 

NIP. 196604141992031002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Yogyakarta merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

LKJIP. 

Selain itu, Laporan Kinerja ini  meripakan wujud dari kinerja Kantor Imigrasi Kelas 

I TPI Yogyakarta untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan 

HAM sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA 

Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. 

Sasaran Program yang harus dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta. Untuk mewujudkan Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada 

beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian Sasaran Program dimaksud. Penetapan 

Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sesuai 

dengan TataNilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif  (PASTI). 

Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja 

dengan hasil sebagai berikut:  

No Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 

3,20 3,90 121,87 

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,12 3,94 126,28 

3. Indeks Kepuasan Internal  di 
Wilayah 

3,12 3,97 127,24 

Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja tersebut sudah tercapai sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan  bahkan melampaui. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
A. LATAR BELAKANG 

 
 

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta atas penggunaan 

anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. 

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini  adalah untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur  atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya 

perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang sesuai 

dalam penggunaan anggaran tahun 2021. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

harus selalu memastikan penerapan aspek ɀ aspek perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling), dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan 

dan Inovatif  sesuai dengan tata nilai  Ȱ0!34)ȱ 



2 

 

 

DASAR HUKUM 

 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Tahun 2020-2024; 

5.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi 

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 

2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 
Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

Direktorat Jenderal Imigrasi di daerah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan 

HAM RI dan ketentuanperaturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyelenggarakan tugas dan 

fungsi antara lain : 

 
Tugas : 

 
Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mempunyai tugas : 

1. Pelayanan Keimigrasian; 

2. Penegakan Hukum; 

3. Keamanan Negara; 

4. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ; 



 

 

 

Fungsi : 
 

1. Penyusunan Rencana dan Program di Bidang Keimigrasian ; 

2. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pelayanan Izin Tinggal dan Status 
Keimigrasian ; 

3. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pengawasan dan Intelijen  Keimigrasian 

4. Pelaksanaan Tugas Keimigarsian di Bidang Sistem dan Tekhnologi Informasi 

Keimigrasian 

5. Pelaksanaan Tugas Administrasi Kepegawian, Keuangan, Persuratan, Barang 

Milik  negara, dan Rumah Tangga; 

6. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pelayanan Dokumen Perjalanan; 

7. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pemeriksaan Keimigrasian; 

8. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Penindakan Keimigrasian; 

9. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
Keimigrasian; 

10. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tugas Keimigrasian. 

 
Struktur  Organisasi  : 

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta yang dilaksanakan oleh 4 bagian (teknis)  dan 1 (satu) 

Fasilitatif, sebagaimana tampakpada: 

gambar-1 
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ESELON III  KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA 

  
BAGIAN TUGAS FUNGSI 

 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

melakukan penyusunan rencana 
program dan anggaran, pengelolaan 
keuangan, barang milik  negara, sumber 
daya manusia, administrasi umum, 
pengawasan dan pengendalian internal  
serta evaluasi dan pelaporan, di bidang 
administrasi kepegawaian, keuangan, 
persuratan, barang milik negara, dan 
rumah tangga. 

a.penyusunan rencana program, 
anggaran, evaluasi dan pelaporan; 

b.pelaksanaan dan pengendalian 
internal;  

c.pengelolaan urusan keuangan 
dan barang milik negara; 

d.pengelolaan sumber daya manusia, 
tata 

usaha, dan rumah tangga. 

SEKSI LALU 
LINTAS 
KEIMIGRASIAN 

melakukan pelayanan dokumen 
perjalanan dan perlintasan keimigrasian 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang lalu lintas 
keimigrasian; 
b. pelayanan paspor; 
c. pelayanan surat perjalanan laksana 
paspor bagi orang asing; 
d. pelayanan pas lintas batas; 
e. pemeriksaan dokumen 
keimigrasian; 
f. pemberian tanda masuk dan tanda 
keluar; 
g. penolakan pemberian tanda masuk 
dan tanda keluar. 

SEKSI IZIN 
TINGGAL DAN 
STATUS 
KEIMIGRASIAN 

Seksi Izin Tinggal dan Status 
Keimigrasian mempunyai tugas 
melakukan pelayanan izin tinggal dan 
status keimigrasian. 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang izin tinggal dan 
status keimigrasian; 

b. pelayanan izin tinggal; 
c. pemeriksaan, penelaahan, dan 

penyelesaian alih status 
keimigrasian; d. pelayanan izin 
masuk kembali; 

e. penelaahan status keimigrasian dan 
kewarganegaraan dalam rangka 
penerbitan surat keterangan 
keimigrasian; 

f. pelayanan surat keterangan 
keimigrasian; 

g. pelayanan bukti  pendaftaran anak 
berkewarganegaraan ganda. 
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  SEKSI 
TEKHNOLOGI 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, 
dan pengamanan sistem teknologi 
informasi dan komunikasi keimigrasian. 

a.penyusunan rencana dan pelaporan 
di bidang pemanfaatan, 
pemeliharaan, dan pengamanan 
sistem teknologi dan informasi 
keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan 
penyajian data keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan 
sistem teknologi dan informasi 
keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan 
informasi dan komunikasi publik  
keimigrasian 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat 
Kerjasama antar instansi 

 

SEKSI 
INTELIJEN DAN 
PENINDAKAN 
KEIMIGRASIAN 

Seksi Intelijen dan Penindakan 
Keimigrasian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan pelaksanaan 
pengawasan, intelijen dan penindakan 
keimigrasian 

a. penyusunan rencana, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang intelijen, 
pengawasan dan penindakan 
keimigrasian; 

b. pelaksanaan Kerjasama intelijen 
dan pengawasan keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan 
pengkoordinasian penyelidikan 
intelijen  keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk 
intelijen;  

e. pengamanan peronil, dokumen 
keimigrasian, perizinan kantor, 
dan instalasi vital  keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana 
keimigrasian; 

g. pelaksanaan Tindakan 
administratif;  

h. pelaksanaan pemulangan orang 
asing ; 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakartadidukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 110 orang  

 
Gambar-2 
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C.MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini adalah untuk 

melaporkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam pencapaian target kinerja di 

tahun 2022 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI 

Tahun 2020- 2024. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi 

pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, 

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta 

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi 

atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam upaya untuk 

memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang 

akan datang. 

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang 

merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah 

Istimewa Yogyakarta : 

 
NO 

 
MISI KEMENKUMHAM 

TUJUAN KANWIL 
KEMENKUMHAM 

DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 

TUJUAN KANTOR 
IMIGRASI KELAS I TPI 

YOGYAKARTA 

1. Membentuk peraturan 
perundang-undangan 
yang berkualitas dan 
melindungi kepentingan 
nasional 

mewujudkan peraturan 
perundang-undangan yang 

harmonis yang 
sejalan dengan 
kebutuhan hukum 
masyarakat dan 
kebijakan pemerintah;dan 

terciptanya 
ketertiban dan keamanan 
dalam bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara 
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2. menyelenggarakan 
pelayanan  25ublic 
dibidang hukum yang 
berkualitas 

mewujudkan layanan 
Kementerian Hukum danHAM 
yang Prima. 

Mewujudkan Layanan 
Keimigrasian yang Prima 
di wilayah kerja Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI 
Yogyakarta 

3. mendukung penegakan 
hukum di bidang 
kekayaan 
intelektual, keimigrasian, 
administrasi hukum 
umum  dan 
pemasyarakatan yang 
bebas dari korupsi, 
bermartabat dan 
terpercaya 

mendorong     inovasi 
kreativitas masyarakat 
melalui peningkatan 
permohonan   kekayaan 
intelektual, meningkatkan 
pertumbuhan    ekonomi 
nasional     melalui 
kemudahan  pemberianijin 

pendirian badan 
usaha, sekaligus 
memenuhi  hak-hak 
warga binaan 
pemasyarakatan   serta 
membentuk  Warga 
Binaan Pemasyarakatanagar 

menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaikidiri, 

tidak mengulangi 
tindak pidana sehinggadapat 
diterima 26ublic26oleh 

lingkungan 
masyarakat, dapat aktif  
berperan dalam 
pembangunan dan dapathidup 

secara  wajar 
sebagai warga negarayang 

baik   dan 
bertanggung jawab serta 
Memberikan jaminan 
perlindungan hak asasi 
tahanan yang  ditahan 
serta keselamatan dan 
keamanan benda-bendayang 

disita untuk 
keperluan barang buktidan 
benda-benda yangdinyatakan 

dirampasuntuk 
negara dan 

mencegah penyalahgunaan 
dokumen keimigrasian oleh 
WNI dan WNA yang melintas 
dan tinggal di Indonesia. 

Mencegah 
penyalahgunaan dokume 
keimigrasian oleh WNI 
dan WNA yangmelintas di 
Wilayah III  Yogyakarta 

Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

 



 

 

 

4. melaksanakan 
penghormatan, 
perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi 
manusia yang 
berkelanjutan 

terlindunginya hak asasi 
manusia 

 

5. melaksanakan 
peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat 

meningkatkan nilai-nilai  dan 
sikap kesadaran hukum 
masyarakat serta akses 
keadilan. 

 

6. ikut  serta menjaga 
stabilitas keamanan 
melalui   peran 
kemigrasian   dan 
pemasyarakatan 

menciptakan wilayah 
perbatasan yang aman dari 

perlintasan 
WNA/WNI   yang tidak 
mempunyai dokumen sesuai 
prosedur dan  menciptakan 
keamanan 
dan ketertiban di seluruh 
Lapas/Rutan. 

Menciptakan    wilayah 
perbatasan yang  aman 
dari  perlintasan 
WNA/WNI yang   tidak 
mempunyai   dokumen 
sesuai prosedur 

7. melaksanakan tata 
laksana pemerintahan 
yang baik melalui 
reformasi birokrasi  dan 
kelembagaan 

mewujudkan ASN 
Kementerian Hukum danHAM 
yang kompeten  dan 
terlaksananya reformasi 
Birokrasi di Kementerian 
Hukum dan HAM. 

Mewujudkan ASN 
Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Yogyakarta  yang 
kompeten  dan 
terlaksananya 
Reformasi Birokrasi 

9 
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D.ASPEK STRATEGIS 

 
Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacupada kode 

etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, 

dan Inovatif  (PASTI) yang meliputi:  

1. Profesional berarti  mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji,  tuntas sesuai 

dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima 

melalui kerja sama; 

2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, 

dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil; 

3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis 

dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi 

terbaik, bermanfaat dan berkualitas; 

4. Transparan berarti  mampu menyajikan data dan informasi terkaitkebijakan, proses 

pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik  

terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif 

dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi. 

Peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

D.I. Yogyakarta yaitu: 

 
1. Pembentukan Hukum 

 
2. Pelayanan dan Penegakan Hukum 

 
3. Pemajuan Hak Asasi Manusia 

 
4. Dukungan Manajemen 
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E.ISU STRATEGIS 

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis 

dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 umumnya 

yaitu: 

NO 
ISU STRATEGIS / 

KENDALA YANG DIHADAPI 
SASARAN 

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA 

1. Implementasi paspor 
online dan sosialisasinya 

Masyarakat dapat mengakses serta menggunakan 
paspor online dengan mudah , dan persyaratan 
dapat terpenuhi secara lengkap 

2. Peningkatan SDM dalam 
pengawasan dan intelijen 
keimigrasian terhadap 
orang asing 

Terwujudnya efektivitas tata kelola layanan 

keimigrasian. 

3. Transformasi digital 
dengan meningkatkan 
informasi dan 
memberikan pemberitaan 
yang positif terkait tugas 
dan fungsi keimigrasian 
dan kementerian Hukum 
dan HAM semakin pasti 
dan berakhlak 

Terwujudnya efektivitas tata kelola layanan 

keimigrasian. 

4. Pembentukan MPP Kab. 
Bantul dan Pembentukan 
Unit Kerja Kantor 
Imigrasi Kab. Kulon Progo 

Terbentuknya Mall Pelayanan Publik di wilayah 
Kabupaten Bantul sebagai cikal bakal Kantor 
Imigrasi Kelas III Bantul dan Terbentuknya Unit 
Kerja Kantor Imigrasi di wilayah Kabupaten Kulon 
Progo sebagai cikal bakal Kantor Imigrasi 
Kelas III  Kulon Progo 

5. Sarana dan prasarana 
serta BMN yang masih 
banyak memerlukan 
peningkatan diantaranya 
:renovasi gedung kantor , 
peralatan yang masih 
belum memadai dan 
banyak yang usang, serta 
terpenuhunya kendaraan 
operasional dan 
pengadaan rumah negara 

Terwujudnya bangunan gedung yang menjamin 
keamanan, kenyamanan dan keselematan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018  
Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung, Terpenuhinya fasilitas 
pendukung guna meningkatkan pelaksanaan 
Tugas pokok dan fungsi keimirgasian pada Kantor 
Imigrasi, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal 
Pelayanan Publik, Unit Layanan Paspor dan 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta Terpenuhinya 
sarana dan prasarana pendukung petugas Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara 
Internasional Yogyakarta (YIA) 
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6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) bidang kerja 
Pramubakti dan tenaga 
Administrasi belum dapat 
dialokasikan melalui jasa pihak ke- 
3 (outsourching) 

Terpenuhinya tenaga administrasi dan pramubakti 
non pegawai negeri. 

7. Kebutuhan anggaran 
Keprotokoleran semakin 
meningkat seiring dengan visi 
Pemerintah Daerah DIY 
menuju kota daerah 
wisata terkemuka di 
Asia Tenggara 

Terpenuhinya anggaran Pimpinan dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Keimigrasian 

   8. Membutuhkan Anggaran Tambahan 
untuk Kebutuhan Perbaikan Gedung 
kantor 

Penambahan Anggaran pada Belanja Renovasi 
Gedung 

   9. Adanya beberapa SK Mutasi 
masuk tidak sesuai dengan 
permintaan 

Tersedianya sejumlah SDM yang sesuai 
dengan tingkat kebutuhan instansi 

 10. Tidak terakomodirnya Formasi 
JF lain yang dibutuhkan 
organisasi sementara ada 
beberapa pegawai yang 
menginginkan jabatan 
fungsional tersebut 

Terpenuhinya jabatan jabatan JF yang 
dibutuhkan             untuk menyelesaikan kegiatan 
kegiatan yang butuh penyelesaian maksimal 
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F.SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagai berikut:  

KATA PENGANTAR Menyajikan   gambaran   singkat   sebagai    pengantar 

berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Yogyakarta 

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan  Laporan  Kinerja  Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Yogyakarta 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan 

laporan, gambaran umum struktur  organisasi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA TAHUN 

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang 

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta , meliputi Rencana 

Kinerja dan PerjanjianKinerja Tahun 2021. 

Bab III  AKUNTABILITAS KINERJA 
Menguraikan analisis  pencapaian  kinerja  Kantor 

Imigrasi Kelas  I  TPI Yogyakarta  dikaitkan  dengan 

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran 

strategis, termasuk di dalamnya  menguraikan 

keberhasilan   dan    kegagalan, 

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta 

langkah-langkah yang diambil. 

BAB IV PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LaporanAkuntabilitas 

Kinerja Kantor Imigarsi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2021 dan 
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang 
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                                                       BAB II  
                                PERENCANAAN KINERJA 

A.RENCANA STRATEGIS  

 
          Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali 

merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 

mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan 

Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima)  tahun 

mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang 

dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Kemenkumham 

dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas 

Nasional Presiden terpilih.  

Pada pidato perdananya setelah terpilih  kembali sebagai Presiden Republik 

Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo 

menyampaikan Visi Ȱ)ÎÄÏÎÅÓÉÁ Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

"ÅÒÌÁÎÄÁÓËÁÎ 'ÏÔÏÎÇ 2ÏÙÏÎÇȱȢ 6ÉÓÉ ÔÅÒÓÅÂÕÔ ÓÅÌÁÒÁÓ ÄÅÎÇÁÎ 3ÁÓÁÒÁÎ 20*-. ςπςπ-2024 

ÙÁËÎÉ Ȱ-Å×ÕÊÕÄËÁÎ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ )ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÙÁÎÇ ÍÁÎÄÉÒÉȟ ÍÁÊÕȟ ÁÄÉÌȟ ÄÁÎ ÍÁËÍÕÒ ÍÅÌÁÌÕÉ 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang 

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya ÓÁÉÎÇȱȢ Dari kalimat sasaran tersebut tercermin 

bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya 

dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah. 

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi 

untuk 5 (lima)  tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi  adalah salah satu isu yang kerap 

didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi  yang 

menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga 

kemudian terdapat upaya restrukturisasi  atau penyederhanaan Program yang 

mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Arah kebijakan 

dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya 

pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri 

serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 2020-2024 merupakan 

dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi 

eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan 

visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan 

permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan 



15 

 

 

dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan 

dan pendanaannya. 

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hokum keimigrasian 

yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang 

berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini  dapat 

dilaksanakan dengan sebaik ɀ baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah 

pusat secara makro. 

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI ï NILAI DAN SASARAN STRATEGIS 

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA 

VISI 
 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi misi seluruh Kementerian harus 

selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Waklik 

0ÒÅÓÉÄÅÎ +Ȣ(Ȣ -ÁȭÒÕÆ Amin. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 

Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 

2020-2024 adalah : 

ñTerwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royongò 

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan kedepan, yaitu: 

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

2. Pembangunan infrastruktur  yang menghubungkan kawasan produksi dengan 

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan 

kerja baru, dan mengakselerasi nilai  tambah perekonomian rakyat; 

3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang 

menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM; 

4. Penyederhanaan birokrasi  sehingga efektif dan efisien; dan 

5. Transformasi ekonomi. 
Sejalan dengan arahan Presiden terkait  pelaksanaan visi dan misi tersebut di 

lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi 

Kementerian Hukum dan HAM adalah : 

Ȱ+ÅÍÅÎÔÅÒÉÁÎ Hukum  dan Hak Asasi Manusia  yang Andal,  Profesional,  Inovatif,  

dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden 

untuk  Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju 

yang Berdaulat,  Mandiri, dan  Berkepribadian  Berlandaskan  'ÏÔÏÎÇ 2ÏÙÏÎÇȱ 
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MISI 
 

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi 

Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu: 
 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Struktur  ekonomi yang produktif,  mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 
 

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 

7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut  : 

1. Misi  ke-6 : 
 

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 

Dukungan Kementerian Hukum 

2. Misi  ke-7 : 
 

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 
 

3. Misi  ke-8 : 
 

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
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Tiga misi  tersebut  dijabarkan  menjadi  7 (tujuh)  Misi  Kementerian  Hukum  dan HAM  yaitu  : 

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi 

kepentingan nasional; 

2. Menyelenggarakan pelayanan publik  dibidang hukum yang berkualitas; 

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, 

administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, 

bermartabat dan terpercaya; 

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia 

Yang Berkelanjutan; 

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; 

6. Ikut  serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan 

pemasyarakatan; 

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi  dan 

kelembagaan. 

 

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi 

bertanggung jawab memberikan layanan publik  yang berkepastian hukum, bersih dan adil, 

sesuai dengan asas-asas pelayanan publik  sehingga memberikan manfaat sebanyak ɀ 

banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan 

negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, 

serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di 

Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan 24ublic berkualitas ini 

akan dilaksanakan dengan upaya- upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-

service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem 

inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. 

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, 

bermartabat dan terpercaya. 

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan 

kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative 

yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-

undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya 

penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang 

keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, 

kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data 

penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum. 
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Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi 

imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi 

pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) 

pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara 

mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen  keimigrasian dan 

pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat 

daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI. Kedua, dengan 

peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran 

hukum keimigrasian telah terjadi. 

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi 

birokrasi  dan kelembagaan. Dalam koridor  implementasi Reformasi Birokrasi Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip -prinsip  

tata kelola pemerintahan yang baik yakni : 

a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM); 

b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk 

standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga 

memberikan kepastian bagi masyarakat; 

c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, 

peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan 

fungsional; 

d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem; 

e. Pemerintahan Berbasis Elektronik  /  SPBE terintegrasi; 

f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem 

integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta 

reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
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TUJUAN 
 

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah 

Istimewa Yogyakarta : 
 

 
NO 

 
MISI KEMENKUMHAM 

TUJUAN KANWIL 
KEMENKUMHAM 

DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 

TUJUAN KANTOR 
IMIGRASI KELAS I TPI 

YOGYAKARTA 

1. Membentuk peraturan 
perundang-undangan 
yang berkualitas dan 
melindungi kepentingan 
nasional 

mewujudkan peraturan 
perundang-undangan 
yang harmonis  yang 
sejalan   dengan 
kebutuhan hukum 
masyarakat  dan 
kebijakan pemerintah; dan
 terciptanya 
ketertiban dan keamanan 
dalam bermasyarakat, 
berbangsa  dan 
bernegara 

 

2. menyelenggarakan 
pelayanan  25ublic 
dibidang hukum yang 
berkualitas 

mewujudkan layanan 
Kementerian Hukum dan 
HAM yang Prima. 

Mewujudkan Layanan 
Keimigrasian yang Prima 
di wilayah kerja Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI 
Yogyakarta 

   3. mendukung penegakan 
hukum di bidang 
kekayaan 
intelektual, keimigrasian, 
administrasi hukum 
umum  dan 

pemasyarakatan yang 
bebas dari korupsi, 
bermartabat dan 
terpercaya 

mendorong     inovasi 
kreativitas masyarakat 
melalui peningkatan 
permohonan   kekayaan 
intelektual, meningkatkan 
pertumbuhan    ekonomi 
nasional     melalui 
kemudahan  pemberian 
ijin  pendirian    badan 
usaha,   sekaligus 
memenuhi hak-hak 

warga binaan 
pemasyarakatan serta 
membentuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar
 menjadi manusia 
seutuhnya,  

Mencegah 
penyalahgunaan dokume 
keimigrasian oleh WNI 
dan WNA yang melintas 
di Wilayah III  Yogyakarta
 Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
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     menyadari 
kesalahan, memperbaiki 
diri,  tidak 
 mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat 
diterima 26ublic26 oleh
         lingkungan 
masyarakat, dapat aktif  
berperan               dalam 
pembangunan dan dapat 
hidup   secara       wajar 
sebagai   warga    negara 
yang       baik          dan 
bertanggung jawab serta 
Memberikan      jaminan 
perlindungan hak asasi 
tahanan    yang    ditahan 
serta keselamatan dan 
keamanan benda-benda 
yang    disita       
 untuk keperluan 
barang bukti  dan benda-
benda yang dinyatakan
     dirampas untuk
     negara        dan 
mencegah 
penyalahgunaan 
dokumen Keimigrasian 
oleh WNI dan WNA yang 
melintas dan tinggal di 
Indonesia 

 

4. melaksanakan 
penghormatan, 
perlindungan  dan 
pemenuhan hak asasi 
manusia yang 
berkelanjutan 

terlindunginya hak asasi 
manusia 

 

5. melaksanakan 
peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat 

meningkatkan nilai-nilai  
dan sikap kesadaran 
hukum masyarakat serta 
akses keadilan. 
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6. ikut  serta menjaga 
stabilitas keamanan 
melalui peran 
kemigrasian  dan 
pemasyarakatan 

menciptakan wilayah 
perbatasan yang aman 
dari perlintasan 
WNA/WNI yang tidak 
mempunyai dokumen 
sesuai prosedur dan 
menciptakan keamanan 
dan ketertiban di seluruh 
Lapas/Rutan. 

Menciptakan wilayah 
perbatasan yang aman 
dari perlintasan 
WNA/WNI yang tidak 
mempunyai dokumen 
sesuai prosedur 

7. melaksanakan tata 
laksana pemerintahan 
yang baik melalui 
reformasi birokrasi  dan 
kelembagaan 

mewujudkan ASN 
Kementerian Hukum dan 
HAM yang kompeten dan 
terlaksananya reformasi 
Birokrasi di Kementerian 
Hukum dan HAM. 

Mewujudkan ASN 
Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Yogyakarta yang 
kompeten  dan 
terlaksananya 
Reformasi Birokrasi 

 
 

NILAI ɀ NILAI 
 

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 

+ÅÍÅÎÔÅÒÉÁÎ (ÕËÕÍ ÄÁÎ (!- ÍÅÎÅÔÁÐËÁÎ ËÅÍÂÁÌÉ Ȱ0!34)ȱ ÓÅÂÁÇÁÉ ÔÁÔÁ ÎÉÌÁÉ ɉÖÁÌÕÅÓɊ 

Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut 

diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam 

organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi 

pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. 

PASTI adalah akronim dari Ȱ0ÒÏÆÅÓÉÏÎÁÌȟ Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan )ÎÏÖÁÔÉÆȱȢ 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai 

berikut:  

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN 

Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya 

manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai 

 

 bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver 

bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja. 

Akuntabel berarti  dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait  dengan sumber/input  proses 

yang dilakukan dan hasil/output  yang didapatkan. Dalam konteks ini  seluruh ASN 

Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

masyarakat. 
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Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi 

untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni 

kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan 

komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif,  

solutif, bermanfaat dan berkualitas. 

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini  Kementerian 

Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan 

baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. 

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa 

pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk 

baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh 

ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan 

pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 

 

SASARAN STRATEGIS 
 

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu 

outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran 

Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bagian dari Sasaran Strategis Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Daerah Istimewa Yogyakarta diukur menggunakan analisis faktor strategis internal  

dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum 

dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga 

kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi 

kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka 

mencapai Tujuan, Visi dan Misi 
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Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen 

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. 

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran 

Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengampu 2 Sasaran Strategis yakni 

sebagai berikut  : 

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 
 

KODE SS SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN 

STRATEGIS 

Sasaran Strategis 1 
(SS 1) 

Terpenuhinya peraturan 
perundang-undangan yang 
sesuai dengan azas 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan 

Indeks Kualitas Perundang ɀ 
undangan 

Sasaran Strategis 2 
(SS 2) 

Mengoptimalkan peran dalam 
penghormatan, perlindungan, 
dan pemenuhan HAM 

1. Persentase capaian aksi 
HAM pemerintah pusat 
memenuhi target 

2. Persentase capaian aksi 
HAM Pemerintah daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kot
a memenuhi target 

Sasaran Strategis 3 
(SS 3) 

Memastikan pelayanan Publik 
di bidang hukum sesuai dengan
 asas 
penyelenggaraan pelayanan 
publik  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik Bidang 
Hukum 

Sasaran Strategis 4 
(SS 4) 

Memastikan penegakan 
hukum yang mampu menjadi 
pendorong inovasi dan 
kreatifitas   dalam 
pertumbuhan  ekonomi 
nasional 

1. Persentase permintaan 
bntuan timbal balik dalam 
masalah pidanan dan 
ekstradisi yang telas 
ditindaklanjuti  

2. Persentase peningkatan 
penyelesaian pelanggaran
 kekayaan intelektual  
secara tuntas 

3. Persentase menurunya 
residivis 

Sasaran Strategis 5 
(SS 5) 

Ikut  berperan serta dalam 
menjaga stabilitas keamanan 
dan kedaulatan NKRI. 

1. Indeks keamanan dan 
ketertiban UPT 
Pemasyarakatan 

2. Persentase penegakan 
hukum Keimigrasian 
yang maksimal 
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Sasaran Strategis 6 
(SS 6) 

Meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat 

1. Indeks kepuasan 
masyarakat  dalam 
pelayanan 
Presentase 
desa/kelurahan
 sadar hukum yang 
terbentuk di masing ɀ 
masing wilayah 

Sasaran Strategis 7 
(SS 7) 

Meningkatkan kompetensi 
strategis Sumber Daya Manusia 
Kementerian Hukum dan HAM 

1. Persentase ASN yang telah 
memenuhi standar 
kompetensi jabatan 

2. Persentase alumni diklat 
yang meningkatkan 
kinerjanya 

Sasaran Strategis 8 
(SS 8) 

Membangun budaya kerja yang 
berorientasi kinerja organisasi 
yang berintegritas, efektif dan 
efisien 

1. Nilai Reformasi Birokrasi 
2. Nilai SAKIP 
3. Nilai Maturnitas SPIP 
4. Opini Laporan Keuangan 
5. Indeks Persepsi 

Integritas 
Persentase KTI
 yang disitasi 

 
 
 

B. PERJANJIAN KINERJA 
 

               Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja 

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja Dierktorat Jenderal Imigrasi merupakan tekad dan janji rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai antara Direktur Jenderal Imigrasi yang menerima 

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik 

Indonesia sebagai pimpinan instansi pemerintah yang memberikan amanah/tanggung 

jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang 

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh 

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu satu tahun dengan memertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya.  
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Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran 

serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

3. Pemetaan jabatan fungsional. 

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

5. Sebagai   dasar   penilaian   keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaranorganisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

6. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dansupervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

7. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 
 

 

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Yogyakarta disusun 

dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat  

Jenderal imigrasi  .  Renja  memuat  kebijakan,  program,  dan  kegiatan yang meliputi 

kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk  mencapai sasaran hasil sesuai 

program. Renja Direktorat  Jenderal  Imigrasi  selanjutnya  dijadikan acuan dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja. Indikator  yang ada pada Perjanjian Kinerja Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta diselaraskan dengan indikator yang ada di dokumen 

perencanaan  penganggaran  (RKA  K/L -Rencana  Kerja  dan Anggaran K/L).  

 

Tahun 2022 dalam RKA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ditetapkan bahwa 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengemban program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya. Program tersebut diukur  dengan 3 (tiga) 

Indikator  Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta. 
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          PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA 
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          BAB II I 
        AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 
Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Yogyakarta  merupakan  kinerja  kolektif 

dari seluruh pemangku Tugas dan Fungsi Tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

telah mencapai target yang telahditetapkan pada Indikator Kinerja yang tecantum 

dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, dan seluruh 

perjanjian kinerja di level Satuan Kerja,dan  telah  dilakukan  pengukuran  dan 

evaluasi kinerja secara berkala. 

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 

adalah sebagai    berikut  : 

No Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 

3,20 3,90 121,87 

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,12 3,94 126,28 

3. Indeks Kepuasan Internal  di 
Wilayah 

3,12 3,97 127,24 
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1. RUMUS A 
Semakin Tinggi Realisasi menunjukan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya semakin 

rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin rendah  

 
 

 
Realisasi 

Target  

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
Persentase 

Pencapaian Target  
 
 

 
 

- Indeks  Kepuasan Mayarakat terhadap  Layanan Keimigrasian  di  Wilayah  
 

 
3.90 

3,20 
 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
121.87  

 
 
 

 

 
- Indeks  Pengamanan Keimigrasian  di  Wilayah  
 

 
3.94 

3,12 
 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
126,28  

 
 
 

 
 

- Indeks  Kepuasan Internal  di  Wilayah   
 

 
3.97 

3,12 
 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
127,24  
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2. RUMUS B 

 
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja  

Atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik 

 

 
Target - 

(Realisasi- 
Target)  

Realisasi  

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
Persentase 

Pencapaian Target  
 
 

 
 

- Indeks  Kepuasan Mayarakat terhadap  Layanan Keimigrasian  di  Wilayah  
 

 
3,20- (3,90 - 

3,20)  

3,90 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
64,10 

 
 
 

 
 

- Indeks  Pengamanan Keimigrasian  di  Wilayah  
 

 
3,12- (3,94 - 

3,12)  

3,94 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
58,87 

 
 
 

 
 

- Indeks  Kepuasan Internal  di  Wilayah   
 

 
3,12- (3,97 - 

3,12)  

3,97 
 

 
x 

 
100 %  

 
= 

 
57,17 
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3. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022:  
 

No Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 

3,20 3,90 121,87 

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,12 3,94 126,28 

3. Indeks Kepuasan Internal  di 
Wilayah 

3,12 3,97 127,24 

 
 

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022 : 
 
 TAHUN 2021 
 

No Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 
 

3,15 3,83 121,58 % 

2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 
 
 

3,11 3,94 126,68 % 

3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 
 

3,11 3,89 125,08 % 

 
TAHUN 2022 
 

No Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 

3,20 3,90 121,87 

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,12 3,94 126,28 
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3. Indeks Kepuasan Internal  di 
Wilayah 

3,12 3,97 127,24 

 
 
 

 
 

5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA : 
 

 

 
 
 

6. PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN DAN PENURUNAN 
ALTERNATIF DAN SOLUSI :  
 

 

2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Indeks Kepuasan 

Mayarakat terhadap 

Layanan Keimigrasian di 

Wilayah

3,15 3,2 3,25 3,3 3,15 3,83 121,58 3,2 3,9 121,87

2. Indeks Pengamanan 

Keimigrasian di Wilayah
3,11 3,12 3,13 3,14 3,11 3,94 126,68 3,12 3,94 126,28

3. Indeks Kepuasan 

Internal di Wilayah
3,15 3,2 3,25 3,3 3,11 3,89 125,08 3,12 3,97 127,24

Realisasi Kinerja 2022
No Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja 2021Target 2021-2024

Target RealisasiCapaian Target Realisasi Capaian Keberhasilan Kegagalan 

1. Indeks Kepuasan 

Mayarakat terhadap 

Layanan Keimigrasian di 

Wilayah

3,15 3,83 121,58 3,20 3,90 121,87 pelayanan dan sarana 

prasarana yang di 

berikan kepada 

masyarakat semakin 

baik dan memberikan 

kepuasan kepada 

masyarakat

- -

2. Indeks Pengamanan 

Keimigrasian di Wilayah

3,11 3,89 125,08 3,12 3,94 126,28 kepastian terhadap 

penegakan hukum 

yang semakin baik 

meningkatkan taraf 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

keamanan di wilayah 

dari pelanggaran WNA

- -

3. Indeks Kepuasan 

Internal di Wilayah

3,11 3,94 126,68 3,12 3,97 127,24 tingkat kepuasan 

pegawai meningkat 

disebabkan oleh 

jajaran pimpinan yang 

melaksanakan 

birokrasi 

pemerintahan dengan 

baik

- -

Solusi No Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja 2021 Realisasi Kinerja 2022 Penyebab 
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7. PENJELASAN  CAPAIAN INDIKATOR KINERJA : 

 
 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai Unit Kerja yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan fungsi keimigrasian di daerah, Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Yogyakarta diharapkan mampu memberikan pelayanan dukungan 

manajemen yang prima di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Kualitas pelayanan dalam suatu organisasi sangat tergantung pada pengelolaan 

segala sumber daya yang dimilikinya, disamping dituntut adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ekspektasi pengguna layanan  harus  dijadikan parameter 

dalam menetapkan standar pelayanan yang diberikan. Pelayanan prima hanya akan 

tercapai apabila organisasi pemberi layanan mampu untuk memberikan pelayanan 

lebih dari ekspektasi pengguna layanan. 

Indikator  Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 salah satu 
 

nya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target sebesar 3,20 terealisasi 

3.90 Indeks didapatkan dengan menghitung rerata hasil survei IKM Satuan Kerja 

Imigrasi terhadap 1104 responden pada Aplikasi Survey Balitbang Hukumdan 

HAM selama Tahun 2022 yang terdiri  dari 13 variabel yaitu : 

 
IKM terdiri  dari 8 variabel : 
1. Informasi 

2. Persyaratan 

3. Prosedur/Alur  

4. Waktu Penyelesaian 

5. Tarif/biaya  

6. Sarana Prasarana 

7. Respon 

8. Konsultasi dan Pengaduan 

1. Capaian Indikator  Kinerja  1: Indeks  Kepuasan Masyarakat  terhadap  

Layanan Keimigrasian  
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IPK terdiri  dari 5 variabel : 

1. Diskriminasi 

2. Kecurangan 

3. Gratifikasi 

4. Pungli 

5. Calo 
 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian sebesar 3.20 

dan Capaian :3,90 % . 
Indeks tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
a) Kategori  Responden 

Masyarakat pemohon jasa Keimigrasian 

b) Sistem Survei : Real Time 

c) Jenis Layanan yang diberikan  kepada Responden: LayananTerperinci 

d)  Kategori  Layanan: survey 

Penjelasan Tabel diatas: 

Layanan terfokus pada Layanan Keimigrasian 
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     INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA TAHUN 2022 : 

 
 

 

 

 

INDEKS PERSEPSI KORUPSI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA TAHUN 2022 : 

 
 

WAKTU INDEKS NILAI INDEKS NILAI INDEKS NILAI PREDIKAT NILAI NILAI MUTU RESPONDEN 

Januari 2022 IPK 16,75 3,83 95,73 Sangat Baik A 59 

Februari 2022 IPK 17,36 3,97 99,2 Sangat Baik A 45 

Maret 2022 IPK 17,21 3,93 98,33 Sangat Baik A 81 

April 2022 IPK 17,17 3,92 98,09 Sangat Baik A 69 

Mei 2022 IPK 17,11 3,91 97,76 Sangat Baik A 55 

Juni 2022 IPK 17 3,88 97,12 Sangat Baik A 49 

Juli 2022 IPK 17,43 3,98 99,59 Sangat Baik A 74 

Agustus 2022 IPK 17,17 3,93 98,13 Sangat Baik A 180 

September 2022 IPK 17,14 3,92 97,92 Sangat Baik A 166 

Oktober 2022 IPK 17,13 3,91 97,86 Sangat Baik A 105 

November 2022 IPK 17,39 3,97 99,37 Sangat Baik A 110 

Desember 2022 IPK 17,37 3,97 99,24 Sangat Baik A 111 

  206,23 47,12 1178,34   1104 

NILAI IKM TAHUNAN 17,19 3,93 98,20 TOTAL RESPODEN PER TAHUN 1104 

WAKTU INDEKS NILAI INDEKS NILAI INDEKS NILAI PREDIKAT NILAI NILAI MUTU RESPONDEN 

Januari 2022 IKM 16,54 3,78 94,5 Sangat Baik A 59 

Februari 2022 IKM 17,22 3,94 98,38 Sangat Baik A 45 

Maret 2022 IKM 17 3,89 97,15 Sangat Baik A 81 

April 2022 IKM 16,98 3,88 97,04 Sangat Baik A 69 

Mei 2022 IKM 17,06 3,9 97,48 Sangat Baik A 55 

Juni 2022 IKM 16,95 3,87 96,86 Sangat Baik A 49 

Juli 2022 IKM 17,35 3,97 99,14 Sangat Baik A 74 

Agustus 2022 IKM 16,98 3,88 97,02 Sangat Baik A 180 

September 2022 IKM 16,92 3,87 96,71 Sangat Baik A 166 

Oktober 2022 IKM 16,95 3,88 96,88 Sangat Baik A 105 

November 2022 IKM 17,3 3,96 98,88 Sangat Baik A 110 

Desember 2022 IKM 17,29 3,95 98,78 Sangat Baik A 111 
  204,54 46,77 1168,82   1104 

NILAI IKM TAHUNAN 17,05 3,90 97,40 TOTAL RESPODEN PER TAHUN 1104 
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Á Hasil Survey tergambar dalam tabel IKM dan IPK berikut  : 

 
Bulan January 

 

Bulan February 

 

 
Bulan Maret 

 
 



 

 

 
 
 

Bulan April  

 

Bulan Mei 
 

Bulan Juni 
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Bulan Juli 
 
 

 
Bulan Agustus 

 

 
Bulan September 
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Bulan Oktober 

 
 

Bulan November 
 

 
Bulan Desember 
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Target sebesar 3,12 terealisasi 3,94 dari target  Indeks didapatkan dengan menggunakan 

survey Balitbangkumham 

Dasar : 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

Jumlah Unsur :10 

Jumlah Pertanyaan : 20 

Jumlah : 5 Opsi (1-5) * Pilihan Skala Likert  
 
 
 

 
NO 

 
NAMA UNSUR 

BOBOT UNSUR 
(%) 

JUMLAH 
PERTANYAAN 

1 Regulasi 10 3 

2 Komunikasi 10 3 

3 Keandalan 10 3 

10 Dapat dipercaya 10 2 

10 Ketanggapan 10 2 

6 Keamanan 10 1 

7 Kemampuan 10 2 

 
 

8 

Kemampuan 
memahami pengguna 
layanan 

 
 

10 

 
 

1 

9 Mudah diperoleh 10 1 

10 Berwujud 10 2 

2. Capaian Indikator  Kinerja  2   : Indeks  Pengamanan keimigrasian  di wilayah  
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Target sebesar 3,12 terealisasi 3.97 Indeks didapatkan dengan menggunakan survey Direktorat  

Jenderal Imigrasi (eSurvey) : 
Dasar : 

1. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Pengawasan keimigrasian 

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 
2016 Tentang Intelijen  Keimigrasian 

Jumlah Unsur :5 

Jumlah Pertanyaan : 11 

Jumlah : 5 Opsi (1-5) * Pilihan Skala Likert  
 
 

 
NO 

 
NAMA UNSUR 

BOBOT UNSUR 
(%) 

JUMLAH 
PERTANYAAN 

1 Intelijen 20 2 

2 Penyidikan dan TAK 20 2 

3 Pengawasan 20 2 
4 Pengaduan 30 2 

5 Pencegahan 10 2 

Tabel Pertanyaan 
 

(A) (B) ( C ) (D) (E) (F) (G) 

 

Bobot Unsur 

 
Bobot 

Pertanyaan 

Jawaban 
Responden 

1 

Jawaban 
Responden 

ke-n 

 
Total 

='(C)+(D)+..n 

Rata-rata = 
(E)/n 

(n=Jumlah 
Responden) 

 
Nilai Bobot =(F) *  

(B) 

Pertanyaan 1      (G1) 

Pertanyaan 2      (G2) 

      (Total Bobot) = 
(G1) + (G2) ҌΧ 

      Nilai Indeks = 
(Total Bobot / 
Skala )/0,25 
*Skala=5 (Skala 
Likert yang 
digunakan dengan 
5 tingkatan pilihan 
) *0,25 -> Range 
Nilai Indeks 0-4 

3. Capaian Indikator  Kinerja  3   : Indeks Kepuasan Internal di wilayah  
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Unsur  /  

Indikator  
Pertanyaan  

Bobot Pertanyaan  
(%)  

 
 
 
Intelijen  

 
1 

Pemetaan WNA telah dilaksanakan 
untuk mendukung pengamanan 
keimigrasian di wilayah kerja saya 

 
10 

 
2 

Untuk Mendukung pengamanan 
Keimigrasian, telah dilaksanakan 
pelaporan harian intelijen secara 
rutin  

 
10 

 

 
Penyidikan dan TAK 

 
3 

Telah dilaksanakan TAK terhadap 
WNA yang melakukan pelanggaran 
di wilayah kerja saya 

 
10 

 
4 

Telah dilaksanakan penyidikan 
terhadap WNA yang melakukan 
tindak pidana di wilayah kerja saya 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
Pengawasan 

 

5 

Operasi Tim Pengawasan Orang 
Asing telah dilaksanakan di 
wilayah kerja saya, baik di tingkat 
provensi ataupun di tingkat satuan 
kerja 

 
 
 
 

5 

 
6 

Telah dilaksanakan operasi 
mandiri  pengawasan keimigrasian 
di wilayah kerja saya 

 

 
5 

 
7 

Telah dilaksanakan Operasi 
Gabungan pengawasan 
keimigrasian di wilayah kerja saya 

 

 
5 

 
8 

Telah dilaksanakan pengawasan 
keimigrasian terhadap penjamin di 
wilayah kerja saya 

 

 
5 

 
Pengaduan 

9 
Persentase jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti  

 
30 

Pencegahan  

10 

Telah dilakukan sosialisasi 
peraturan keimigrasian untuk 
meningkatkan kesadaran dan 
kewaspadaan masyarakat di 
bidang keimigrasian 

 
 
 
 

5 

 
11 

Telah dilakukan pencegahan 
terhadap upaya permohonan 
paspor yang diduga akan 
disalahgunakan 

 
 
 

5 
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A. Hasil Survei 

1. Pemetaan WNA telah dilaksanakan untuk mendukung pengamanan keimigrasian di wilayah kerja saya. 
273 Jawaban 

 

 

 
 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0 3 0 

d. Setuju 51 18,68 4 204 

e. Sangat Setuju 222 81,32 5 1110 
 273   1314 
 Rata-Rata 4,813 

 

2. Untuk mendukung pengamanan keimigrasian, telah dilaksanakan pelaporan harian intelijen secara rutin. 

273 Jawaban 

 

 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0 3 0 

d. Setuju 41 15,02 4 164 

e. Sangat Setuju 232 84,98 5 1160 
 273   1324 
  Rata-Rata 4,850 

Persentase Jawaban 

18,68% 
a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

81,32% d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

Persentase Jawaban 

15,02% 
a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

84,98% d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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3. Telah dilaksanakan TAK terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja saya 
273 Jawaban 

 

 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 2 0,73 1 2 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0,00 3 0 

d. Setuju 42 15,38 4 168 

e. Sangat Setuju 229 83,88 5 1145 
 273   1315 
  Rata-Rata 4,817 

 

4. Telah dilaksanakan penyidikan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah kerja saya 
273 Jawaban 

 
 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 7 2,56 1 7 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 18 6,59 3 54 

d. Setuju 0 0,00 4 0 

e. Sangat Setuju 248 90,84 5 1240 
 273   1301 
  Rata-Rata 4,766 

Persentase Jawaban 

2,56% 

сΣрΧ a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

90,84% d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

Persentase 

15,38 
a.Tidak 

b. Kurang 
Setuju 

c. Ragu-ragu 

83,88 d. Setuju 
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5. Operasi Tim Pengawasan Orang Asing telah dilaksanakan di wilayah kerja saya, baik di tingkat provinsi 

ataupun di tingkat satuan kerja. 

273 Jawaban 
 
 

 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0,00 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0,00 3 0 

d. Setuju 35 12,82 4 140 

e. Sangat Setuju 238 87,18 5 1190 
 273   1330 
  Rata-Rata 4,872 

 

6. Telah dilaksanakan operasi mandiri pengawasan keimigrasian di wilayah kerja saya. 
273 Jawaban 

 
 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0,00 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0,00 3 0 

d. Setuju 35 12,82 4 140 

e. Sangat Setuju 238 87,18 5 1190 
 273   1330 
  Rata-Rata 4,872 

Persentase 
 

12,82 

87,18 

a. Tidak Setuju 

b. Kurang 
Setuju 

c. Ragu-ragu 

e. Sangat 

Persentase Jawaban 

12,82 

87,18% 

a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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7. Telah dilaksanakan Operasi Gabungan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja saya. 

273 Jawaban 
 
 

 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 1 0,37 1 1 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0,00 3 0 

d. Setuju 36 13,19 4 144 

e. Sangat Setuju 236 86,45 5 1180 
 273   1325 
  Rata-Rata 4,853 

 

8. Telah dilaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap penjamin di wilayah kerja saya. 
273 Jawaban 

 

 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 1 0,4 1 1 

b. Kurang Setuju 0 0,0 2 0 

c. Ragu-ragu 1 0,4 3 3 

d. Setuju 47 17,2 4 188 

e. Sangat Setuju 224 82,1 5 1120 
 273   1312 
  Rata-Rata 4,806 

Persentase Jawaban 

лΣоΧ 
13,19% a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

86,45% 
d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

Persentase Jawaban 

0,4%0,4% 

17,2% 

a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

82,1% 
d. Setuju 

e. Sangat Setuju 



1. Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. 
273 Jawaban 
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Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Ditindaklanjuti <40% 4 1,47 1 4 

c. Ditindaklanjuti 40% 0 0,00 2 0 

c. Ditindaklanjuti 60% 3 1,10 3 9 

d. Ditindaklanjuti 80% 19 6,96 4 76 

e. Ditindaklanjuti 100% 247 90,48 5 1235 
 273   1324 
  Rata-rata 4,850 

 

2.  Telah dilakukan sosialisasi peraturan keimigrasian untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan 

masyarakat di bidang keimigrasian. 
273 Jawaban 

 
 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0,00 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0,00 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0,00 3 0 

d. Setuju 53 19,41 4 212 

e. Sangat Setuju 220 80,59 5 1100 
 273   1312 
  Rata-Rata 4,806 

Persentase Jawaban 
 

1% 1% 

 
6,96% 

 
90,48% 

a. Ditindaklanjuti <40% 

c. Ditindaklanjuti 40% 

c. Ditindaklanjuti 60% 

d. Ditindaklanjuti 80% 

e. Ditindaklanjuti 100% 

Persentase Jawaban 

19,41% 

80,59% 

a. Tidak Setuju 

b. Kurang Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 



47 

 

 

 

3. Telah dilakukan pencegahan terhadap upaya permohonan paspor yang diduga akan disalahgunakan. 
273 Jawaban 

 
 

Jawaban Jumlah % Skor Jumlah Skor 

a. Tidak Setuju 0 0 1 0 

b. Kurang Setuju 0 0 2 0 

c. Ragu-ragu 0 0 3 0 

d. Setuju 43 15.75 4 172 

e. Sangat Setuju 230 84.25 5 1150 

 273   1322 

  Rata-Rata 4.842 
 

B. Nilai Total Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) 

a. Indeks Per Indikator 

1. Intelijen 
 

Pertanyaan Bobot Rata-Rata Nilai 

P.1 0.5 4.813 2.407 

P.2 0.5 4.850 2.425 

  4.832 

Indeks  (Skala 4)  3.865 

 

2. Penyidikan dan TAK 
 

Pertanyaan Bobot Rata-Rata Nilai 

P.3 0.5 4.817 2.408 

P.4 0.5 4.766 2.383 

  4.791 

Indeks  (Skala 4)  3.833 

 

3. Pengawasan 
 

Pertanyaan Bobot Rata-Rata Nilai 

P.5 0.25 4.872 1.218 

P.6 0.25 4.872 1.218 

P.7 0.25 4.853 1.213 

P.8 0.25 4.806 1.201 

  4.851 

Indeks  (Skala 4)  3.881 

Persentase 

16 
% 

a. Tidak Setuju 

b. Kurang 
Setuju 

c. Ragu-ragu 

e. Sangat 
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4. Pengaduan 
 

Pertanyaan Bobot Rata-Rata Nilai 

P.9 1 4.850 4.850 

 Indeks  (Skala 4)  3.880 

 
5. Pencegahan 

 

Pertanyaan Bobot Rata-Rata Nilai Bobot 

P.10 0.5 4.806 2.403 

P.11 0.5 4.842 2.421 

  4.824 

Indeks  (Skala 4)  3.859 

 
b. Indeks Kesuluruhan 

 

Pertanyaan Bobot Pertanyaan (%) Rata-Rata Nilai Bobot 

P.1 0.1 4.813 0.481 

P.2 0.1 4.850 0.485 

P.3 0.1 4.817 0.482 

P.4 0.1 4.766 0.477 

p.5 0.05 4.872 0.244 

P.6 0.05 4.872 0.244 

P.7 0.05 4.853 0.243 

P.8 0.05 4.806 0.240 

P.9 0.3 4.850 1.455 

P.10 0.05 4.806 0.240 

P.11 0.05 4.842 0.242 

   4.832 

  Indeks  (Skala 4)  3.866 
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B. REALISASI ANGGARAN 

 

 
Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran sampai Desember 2022 mencapai Rp12.430.641.160 dari total anggaran 

Rp12.565.188.000 atau 98,93 %. 

Besaran realisasi tersebut telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen perjanjian kinerja. Dengan memanfaatkan program pelayanan dan penegakan hukum 

untuk memberikan pelayanan terkait  kepastian hukum jasa keimigrasian dan program dukungan 

manajemen untuk memberikan fasilitas terbaik demi kepuasan masyarakat pengguna jasa 

keimigrasian. 

Berikut  perbandingan  realisasi  anggaran tahun  2022  dan tahun  2021  
 
 
 

 
BELANJA NEGARA 

 

 

2022 

 

2021 kenaikan/penuru nan 

anggaran realisasi anggaran realisasi  

Belanja Pegawai 6.283.042.000 6.257.494.015 6.071.594.000 5.932.309.095 5,5 

Belanja Barang 6.191.146.000 6.082.164.745 6.980.016.000 5.361.318.578 13,4 

Belanja Modal 91.000.000 90.982.400 220.516.000 214.062.000 -57,5 

total 12.565.188.000 12.430.641.160 13.272.126.000 11.507.689.673 8,0 
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Table realisasi anggaran tahun 2022 dari aplikasi SPAN: 

 
 
 
 
No 

 
 
 
Kegiatan 

TotalBelanja Target 

DP(Rp) 

TargetDP 

Desember 

(%) 

Pagu Realisasi %   

1 Pelayanan Publik 
kepada 
masyarakat 

737.228.000 724.816.645 98,32% 737.228.000 98,32% 

2 
Operasi Bidang 

Keamanan 

351.250.000 347.075.807 98,81% 351.250.000 98,81% 

3 Pengawasan 

dan 

Pengendalian 

Masyarakat 

708.699.000 664.838.542 93,81% 708.699.000 93,81% 

4 Pemantauan 
masyarakat dan 
kelompok 
masyarakat 

143.300.000 141.019.54 
0 

98,41% 143.300.000 98,41% 

5 Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal 

10.197.251.000 10.138.482.126 99,45% 10.197.251.000 99,45% 

6 
Layanan Sarana 
dan Prasarana 
Interna 

91.000.000 90.982.400 
99,98% 

91.000.000 99,98% 

7 Layanan 
Manajemen SDM 
Interna 

209.450.000 199.736.180 95,36% 209.450.000 95,36% 

8 Layanan 
Manajemen 
Kinerja Internal 

127.010.000 123.689.920 97,39% 127.010.000 97,39% 

TOTAL 12.565.188.000 12.430.641.160 98,95% 12.565.188.000 98,93% 
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Perbandingan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 

2020,2021dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat  pada table berikut:  

Program Pagu Realisasi Persentase 

Tahun2020 

DukunganManajemendanPela 

ksanaanTugasTeknisLainnya 

Kementerian 

Hukum danHAM 

11.745.898.000 10.023.637.006 85,34% 

Tahun2021 

PenyelenggaraanFungsiPen 

gkoordinasian 

, 

PelayanandanPenegakanhu 

kumKeimigrasiandi 

Wilayah 

3.164.423.000 2.149.301.540 67,92% 

DukunganManajemendanPela 

ksanaanTugasTeknisLainnya 

Kementerian 

Hukum danHAM 

10.107.708.000 9.358.943.861 92,59% 

Tahun2022 

PenyelenggaraanFungsiPen 

gkoordinasian 

, 

PelayanandanPenegakanhu 

kumKeimigrasiandi 

Wilayah 

1.940.477.000 1.877.750.534 96,77% 

DukunganManajemendanPela 

ksanaanTugasTeknisLainnya 

Kementerian 

Hukum danHAM 

10.624.711.000 10.555.138.793 99,35% 
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C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 

 

Penjelasan SMART DJA & E-Monev Bappenas 
 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan tugas, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyusun Laporan 

Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA dan E-MONEV 

BAPPENAS setiap bulan yang merupakan laporan perkembangan dan pencapaian 

pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam kurun 

waktu bulan Januari-Desember Tahun 2022. Laporan tersebut mencakup pencapaian 

penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang 

tertuang dalam Program Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022. 

Seiring dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan 

sistem reformasi birokrasi dan telah di canangkannya e-government , saat ini 

penyusunanpelaporan juga telah dimudahkan dengan adanya aplikasi aplikasi yang 

mempermudahpenyampaian laporan yaitu: 

1. Aplikasi SMART DJA adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output yang dapat diakses melalui 

browser dengan laman: https://smart.kemenkeu.go.id/ 

2. Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporannya yang dapat 

diakses melalui browser dengan laman : https://e- monev.bappenas.go.id/2022/ 

Kedua aplikasi ini mengukur proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja 

hingga keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, 

monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta anggaran. 
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Hasil capaian pelaksanaan kinerja anggaran sampai dengan bulan Desember 

2022 adalah sebagai berikut: 

1. Realisasi capaian pada Aplikasi SMART DJA sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 99,11%, Screen Capture Kolom Entri Data 

SMART DJA, terlampir : 
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2. Realisasi capaian pada Aplikasi E-Monev Bappenas sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2022 mendapatkan nilai pencapaian kinerja 96% yang artinya target Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, Screen Capture E-Monev 

Bappenas, terlampir : 

 

Penjelasan capaian IKPA 2022 : 
 

Pada akhir tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mencapai nilai IKPA sebesar 
96,01, nilai ini telah melampaui target capaian nilai IKPA Kementerian Hukum dan HAM RI 
yaitu 95,00. Rincian dari nilai IKPA Desember yaitu sebagai berikut : 

 
Indikator Nilai Capaian Penjelasan 

Revisi DIPA 100 visi DIPA yang dilaksanakan tidak 
melampaui batas yang ditetapkan, 
yaitu maksimal 1 kali dalam tiap 
triwulan 

Deviasi Hal III DIPA 82,16 rdapat deviasi antara perencanaan 
pencairan dana dengan 
realisasinya melebihi 5 %, hal ini 
disebabkan oleh kurangnya 
koordinasi antara pemangku tusi 
selaku      pelaksana      anggaran 
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  dengan tim perencanaan. 

  
ai penyerapan anggaran belum 

Penyerapan anggaran 94,76 maksimal karena ada beberapa 
  belanja barang dan belanja 

  pegawai yang tidak terserap 

  
ai kontraktual tidak maksimal karena 

  dari total 8 kontrak yang diajukan 
Belanja kontraktual 88,57 ada 2 yang terlambat dalam 

  pengajuan ke KPPN karena masih 

  dalam proses pihak ketiga 

  
nyelesaian tagihan dari pihak ketiga 

  dengan skema pembayaran LS 

  tidak ada yang terlambat 

Penyelesaian tagihan 100 ngajuan UP dan TUP selama tahun 
  2022 tidak pernah terlambat 

  sehingga mendapat nilai maksimal. 

 
da k terdapat dispensasi dalam 

  pengajuan SPM, artinya tidak 
Pengelolaan UP dan TUP 99.78 pernah terlambat dalam 

  penyelesaian tagihan 

  
paian output mendapatkan hasil 

  maksimal, artinya target kinerja 
Dispensasi SPM 100 yang ditetapkan tercapai secara 

  keseluruhan 

 
 

Capaian output 

 
 

100 

 



56 

 

 

 

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

 

 
1. Aplikasi e-performance dengan alamat: http:// e- 

performance.kemenkumham.go.id. 

 

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 dapat terlihat 

pada gambar berikut:  

 

 

E performance TA 2022 : 
 
 

http://e-/
http://e-performance.kemenkumham.go.id/


57 

 

 

 

 
 

 

Penjelasan : 

pengisian aplikasi e performance tidak terdapat kendala karena target capaian kinerja telah 

tercapai 

 

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
 

SASARAN 
KEGIATAN 

 INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
2022  

REALISASI 
2022  

CAPAIAN 

Meningkatnya 
Kualitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
keimigrasian di 
wilayah 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

terhadapLayananK 
eimigrasiandi 

Wilayah 

 
3,20 

 
3,90 

 
123,80 % 

2 IndeksPengamanan 
Keimigrasian di 
Wilayah 

 
3,12 3,94 

 
126,68% 

Meningkatnya 
LayananDukungan 
Manajemen dan 
Dukungan Teknis 
Lainnya di Wilayah 

3 IndeksKepuasan 
Internal di  
Wilayah 

 
3,12 3,97 

 
127,65% 
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Secara umum Pencapaian Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Yogyakarta Tahun 2022 dapat dikategorikan memenuhi target yang 

telah ditetapkan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mempunyai 1 

(satu) Sasaran Program dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, dan masing- masing 

Indikator tersebut telah tercapai targetnya. Secara rinci capaian kinerja 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 berdasarkan uraian 

capaian kinerja dapat dilihat  pada tabel berikut:  

Secara umum Pencapaian Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta Tahun 2022 dapat dikategorikan memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mempunyai 1 (satu) Sasaran Program dengan 3 

(tiga) Indikator Kinerja, dan masing- masing Indikator tersebut telah tercapai targetnya. 

Secara rinci  capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022 

berdasarkan uraian capaian kinerja dapat dilihat  pada tabel berikut:  

SASARAN 
KEGIATAN 

 INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
2022  

REALISASI 
2022  

CAPAIAN 

Meningkatnya 
Kualitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
keimigrasian di 
wilayah 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 

LayananKeimigra 
sian 

 
3,20 

 
0 

 
0 

2 Indeks Pengamanan 
Keimigrasian di 
Wilayah 

 
3,12 0 

 
0 

Meningkatnya Layanan 
Dukungan Manajemen 
dan Dukungan Teknis 
Lainnya di Wilayah 

3 Indeks 
Kepuasan 
Internal di  
Wilayah 

 
3,12 0 

 
0 

 
Sedangkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2021 

berdasarkan uraian capaian kinerja dapat dilihat : 

 
SASARAN 
KEGIATAN 

 INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
2 021 

REALISASI 
2 021 

CAPAIAN 

Meningkatnya 
Layanan Dukungan 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

 
3,15 

 
3,83 

 
121,58 % 

Manajemen  terhadap Layanan    

dilingkungan  Keimigrasian    

Kementerian      
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Hukum dan HAM 2 Indeks Kepuasan 
Internal  di Wilayah 

 
3,11 3,94 

 
126,68% 

3 Indeks 
Pengamanan 

Keimigrasian di 
Wilayah 

 
3,11 3,89 

 
125,08% 

 

Sedangkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2020 
berdasarkan uraian capaian kinerja dapat dilihat : 

 
 

SASARAN 
KEGIATAN 

 INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
2 021 

REALISASI 
2 021 

CAPAIAN 

MeningkatnyaLaya 
nanDukunganMana 
jemendilingkungan 
KementerianHuku 
mdanHAM 

1 IndeksKepuasan 
Masyarakatterha 
dapLayananKeimi 

grasian 

 
3,15 

 
3,83 

 
121,58 % 

2 IndeksKepuasanIn 
ternaldiWilayah 

 
3,11 3,94 

 
126,68% 

3 IndeksPengam 
anan 

Keimigrasian 
diWilayah 

 
3,11 3,89 

 
125,08% 
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3. E- Monev BAPPENAS 

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporannya yang 

dapat diakses melalui browser dengan laman : https://e - 

monev.bappenas.go.id/2022/ 

Realisasi capaian pada Aplikasi E-Monev Bappenas sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2022 mendapatkan nilai pencapaian kinerja 96% yang artinya target Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, Screen Capture E-

Monev Bappenas, terlampir  : 
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4. Kegiatan  Prioritas  Nasional  

Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2022. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah, Penilaian Mandiri  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan pada 2 

komponen, yaitu Komponen pengungkit dan komponen hasil. Dalam pelaksanaannya, 

setiap Unit Eselon I melakukan penyampaian data dukung berdasarkan Lembar Kerja 

Penilaian yang merupakan indikator  dalam penilaiannya. Adapun nilai  komponen 

pengungkit unit Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebesar 48 dari bobot nilai 

sebesar 60.nilai komponenhasil 36,5 dari bobot 40 , Total Hasil Evaluasi Zona Integritas 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebesar  88,42  dari  nilai  minimal  menuju WBBm 

sebesar 85. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor14 

Tahun   2014   sudah   tidak   sesuai   denganperkembangan hukum, sehingga pada Tahun 

2020 ini diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. Penilaian PMPRB tetap dilakukan pada komponen penungkit dan 

komponen hasil, namun berdasarkan Permenpan Nomor 26 untuk komponen 

pengungkit dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara dan 

aspek reform. Dari ketiga aspek tersebut, pemenuhan data dukung yang wajib dilakukan 

oleh Kementerian/Satuan Kerja yaitu pada aspek pemenuhan danreform. Tetapi, untuk 

dari sisi penilaian yang dilakukan oleh Asesor, Kementerian hanya diperkenankan pada 

aspek pemenuhan saja. (Sedangkan aspek hasil antara dan aspek reform, dilakukan 

penilaian langsung oleh KemenpanRB. Pada aspek pemenuhan tersebut, Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Yogyakarta di Tahun 2022. memperoleh penilaian dari TPI Inspektorat 

Jenderal sebesar 48 dari nilai  bobot sebesar 60. 
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Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM: 

a. Sosialisasi dan Internalisasi, dalam pelaksanaan 8 Area Perubahan reformasi 

birokrasi berpedoman pada Pedoman PMPRB (Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor Nomor M.HH-20.OT.03.02 TAHUN 2019 Tentang 

Pedoman Penilaian Mandiri  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 

Hukum dan HAM; 

b. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM ; 

c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 

(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 29 Tahun 2019 tentang 

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

d. Melaksanakan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan didokumentasikan 

melalui Aplikasi e RB 

e. Melakukan Monitoring  dan evaluasi Pelaksanaan RB ; 

f. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi e RB; 

 
Keberhasilan Pelaksanaan reformasi Birokrasi dapat dilihat  dari : 

Á Optimalnya organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 

Á Tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan; 

Á Dapat diaksesnya seluruh fasilitas e-government secara mudah; 

Á Adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel; adanya analisis 

jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan;adanya 

profil  kompetensi individu;  

Á Kinerja individu  yang terukur;  

Á Menurunnya temuan satuan pengawasan intern  (SPI) dan diterapkannya sistem 

pengendalian intern  Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja; 

Á Peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP); terwujudnya 

Indikator  Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya 

kinerja organisasi yang terukur;  
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Á Penerapan Standar Pelayanan pada unit  kerja di lingkungan kemenkumham; 

Á Meningkatnya kualitas pelayanan publik  yang lebih cepat, lebih murah, 

lebihaman, dan lebih mudah dijangkau; 

Á Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkanpelayanan 

publik (memberikan penilaian melalui survey). 

 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim APIP, terdapat beberapa 

rekomendasi agar melakukan langkah-langkah perbaikan guna peningkatan 

akuntabilitas kinerja pada tahun yang akan datang yaitu: 

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja: 

1) Agar tujuan dalam Renstra dilengkapi dengan indikator/ukuran keberhasilan  

yang baik, yaitu memenuhi kriteria  SMART dan Cukup, antara lain: 

a) Specific: Tidak berdwimakna; 

b) Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi  satuan atau parameternya; 

c) Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya dan dalam 

kendalinya; 

d) Relevance: Terkait langsung (merepresentasikan) dengan apa yang 

akandiukur; 

e) Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu;  

f) Cukup: Dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup 

mengindikasikan tercapainya tujuan. 

2) Agar seluruh tujuan/hasil  program dilengkapi dengan target 

pencapaiannya. Selanjutnya dalam menetapkan target kinerja agar 

memenuhi kriteria  sebagai berikut:  

a) Menggambarkan suatu tingkatan tertentu  yang seharusnya dicapai; 

b) Relevan dengan indikator  yang SMART; 

c) Berdasarkan basis data yang memadai; 

d) Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis
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b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja: 

Agar menyusun kebijakan terkait  pemberian reward and punishment atas 

capaian indikator  kinerja utama. Selanjutnya hasil dari pengukuran kinerja 

dimanfaatkan untuk: 

1) penilaian kinerja; 

2) insentif dan disinsentif; 

3) promosi, kenaikan/penurunan peringkat. 

 

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja: 

1) Agar Laporan Kinerja menyajikan data perbandingan kinerja yang memadai 

atas seluruh indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, yang 

mencakup realisasi tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan. 

2) Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk: 

a) Perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, 

maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja; 

b) Perbaikan pengelolaan program dan kegiatan; 

c) Peningkatan kinerja.  

 

d.Evaluasi atas Evaluasi Internal:  

Agar pemantauan atas rencana aksi/target kinerja yang dilaksanakan setiap 

bulannya memberikan hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan kinerja 

yang dapat ditindaklanjuti.  

 

e.Evaluasi atas Capaian Sasaran: 

Agar meningkatkan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, khususnya 

terhadap indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 

indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerj a dan indikator kinerja Persentase 

Pegawai yang Menjadi Tunas Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM. 
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Ada beberapa hal yang dilakukan sesuai Rekomendasi Hasil Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:  

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 

c. Evaluasi dan pelaporan kinerja 

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal  

e. Evaluasi atas Capaian Sasaran 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Penetapan indikator  kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam 

mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi  dan misi Kementerian 

Hukum dan HAM. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menghadapiberbagai tantangan di tahun 2022. 

Laporan Kinerja ini  diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada 

seluruh pihak yang terkait  serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada 

pimpinan tentang kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini  

diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja 

Kementerian Hukum dan HAM. 

 

B. SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN 

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya 

mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta menindaklanjuti kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target kinerja 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, berikut  beberapa rekomendasi untuk 

meningkatkan kinerja instansi kedepannya: 

1. Melakukan penyelarasan indikator  kinerja dan cascading dalam indikator  kinerja 

Kementerian/Lembaga ke dalam indikator kinerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat 

Jenderal Imigrasi, dan Unit Pelaksana Tekhnis sehingga memenuhi indikator kinerja 

yang baik (SMART dan Cukup); 

2. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk 

perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun 

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan 

kegiatan, serta peningkatan kinerja; 

3. Sosialisasi, Internalisasi, Pendampingan, Penguatan Satuan Kerja dalam pelaksanaan 6 

Area Perubahan Reformasi Birokrasi; 

4. Menyiapkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi era e-government 

dan era transformasi digital melalui berbagai kegiatan peningkatan sumber daya 

manusia ; 
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LAMPIRAN 
 
 



 

 

 
 

A. Penghargaan di Tahun 2022 

 

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta meraih 

Silver Winner penghargaan Anugerah 

Humas Imigrasi Indonesia (AHII) kategori 

The Most Caring One, Pengelolaan informasi 

dan pengaduan masyarakat terbaik yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 

Imigrasi; 

 

 

 

3. 2.  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

meraih penghargaan telah melaksanakan 

pemusnahan arsip secara rutin kurun 

waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 

 

2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

meraih penghargaan peringkat I sebagai 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

Kategori Pelayanan Prima Lingkup 

Kementerian atau Lembaga Khusus Tahun 

2022; 

 



 

 

3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

meraih penghargaan peringkat III sebagai 

Pengelolaan Manajemen ASN Lingkup Unit 

Pelaksanan Teknis Jajaran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM DIY 

 

 

4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

meraih penghargaan peringkat I dalam 

membuat Infografis dan Videografis di tahun 

2022 Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis 

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM DIY. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIPA TAHUN 2022  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi 

pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andry Indrady 

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai 

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 
 

            Yogyakarta, 3 Januari 2022 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Yogyakarta 

Andry Indrady 
NIP. 198002292000021001 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


